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RINGKASAN 

MAMAN KURNIAWAN SYAHPUTRA SILABAN. Pengaruh Dana Desa dan 

Dana Otonomi Khusus terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Dibimbing 

oleh NUNUNG NURYARTONO dan EKA INTAN KUMALA PUTRI. 

 

Kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional, 

terutama di wilayah timur Indonesia yang relatif tertinggal seperti Provinsi Papua 

Barat. Pada September 2024, tingkat kemiskinan di provinsi ini mencapai 21,09%, 

lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional sebesar 8,57%. Secara absolut, jumlah 

penduduk miskin tercatat 108,28 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp 816.613 per 

kapita per bulan, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan 

tingginya biaya hidup, hambatan logistik, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan 

layanan dasar. Selama 2015–2024, penurunan kemiskinan di Papua Barat hanya 

sebesar 6,62% poin (dari 30,47% menjadi 23,85%), jauh tertinggal dibandingkan 

capaian nasional. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menyalurkan dua instrumen 

fiskal utama: Dana Desa yang mulai digulirkan pada 2015 dan Dana Otonomi 

Khusus yang berlaku sejak 2002. Alokasi Dana Desa meningkat dari Rp 449,32 

miliar pada 2015 menjadi Rp 1,40 triliun pada 2024, sementara Dana Otonomi 

Khusus mencapai Rp 1,79 triliun pada 2024. Keduanya diharapkan mempercepat 

pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi 

lokal. Namun, data menunjukkan bahwa kenaikan alokasi tidak selalu diikuti 

penurunan kemiskinan yang signifikan dan merata antar kabupaten. Sebagian 

daerah tetap mencatat tingkat kemiskinan di atas 29% meski menerima tambahan 

dana besar, sedangkan beberapa kabupaten dengan alokasi lebih rendah mampu 

menurunkan kemiskinan secara relatif lebih baik. 

Penelitian ini bertujuan: (a) menganalisis pengaruh Dana Desa dan Dana 

Otonomi Khusus tahun berjalan terhadap rasio penduduk miskin (%) dan jumlah 

penduduk miskin (jiwa) di Papua Barat; (b) menguji efek tertunda (lag t–1) dari 

kedua dana terhadap kedua indikator kemiskinan; dan (c) mengidentifikasi 

perbedaan pengaruh antar kabupaten serta memetakan kinerjanya secara spasial. 

Variabel kontrol meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan 

inferensial berbasis data panel 12 kabupaten periode 2015–2024. Dua indikator 

kemiskinan dianalisis: rasio penduduk miskin (%) dan jumlah penduduk miskin 

(jiwa). Pemilihan model terbaik melalui Chow Test, Hausman Test, dan Breusch–

Pagan LM Test menghasilkan Random Effect Model (REM) untuk rasio kemiskinan 

dan Fixed Effect Model (FEM) untuk jumlah penduduk miskin. Uji asumsi klasik 

dilakukan untuk memastikan model memenuhi kriteria BLUE, dengan robust 

standard error digunakan untuk mengatasi potensi pelanggaran asumsi. 

Hasil menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kemiskinan pada tahun berjalan maupun efek tertunda. Pada model tahun 

berjalan, setiap tambahan Rp 1 miliar Dana Desa menurunkan rasio kemiskinan 

sebesar 0,006% poin dan mengurangi jumlah penduduk miskin sekitar 9 jiwa. Efek 



 

 

 

tertunda menunjukkan penurunan rasio kemiskinan sebesar 0,012% poin dan 

pengurangan 11–12 jiwa pada tahun berikutnya. Sebaliknya, Dana Otonomi Khusus 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kedua indikator, baik pada tahun berjalan 

maupun efek tertunda. 

Variabel kontrol memperlihatkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan 

terhadap rasio kemiskinan, sementara Rasio Gini berpengaruh positif signifikan 

terhadap jumlah penduduk miskin. TPT dan PDRB tidak signifikan, 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pasar kerja belum 

inklusif bagi rumah tangga miskin dalam jangka pendek. 

Analisis spasial berbasis FEM mengungkap heterogenitas antar kabupaten. 

Untuk Dana Desa, Kabupaten Manokwari, Sorong, Teluk Bintuni, dan Fakfak 

memiliki fixed effect tertinggi, menandakan beban kemiskinan absolut lebih besar 

setelah mengontrol variabel model. Sebaliknya, Tambrauw, Manokwari Selatan, 

dan Sorong Selatan memiliki fixed effect negatif, mencerminkan jumlah penduduk 

miskin relatif lebih rendah dari rata-rata provinsi. 

Heterogenitas juga terlihat pada Dana Otonomi Khusus. Kabupaten dengan 

alokasi tinggi seperti Sorong dan Teluk Bintuni tidak selalu menunjukkan kinerja 

penurunan kemiskinan yang memadai, sementara Raja Ampat dan Kaimana mampu 

mencatat kinerja lebih baik meskipun alokasinya tidak tertinggi. Hal ini 

menegaskan bahwa besarnya alokasi belum otomatis efektif, dan efektivitas sangat 

dipengaruhi fokus program, kapasitas kelembagaan, serta tata kelola. 

Pemetaan kuadran Dana Desa–kemiskinan dan Dana Otonomi Khusus–

kemiskinan menghasilkan empat kategori kinerja: kuadran I (alokasi tinggi–

kemiskinan tinggi), kuadran II (alokasi rendah–kemiskinan tinggi), kuadran III 

(alokasi rendah–kemiskinan rendah), dan kuadran IV (alokasi tinggi–kemiskinan 

rendah). Pergeseran posisi kabupaten antar kuadran menunjukkan bahwa kinerja 

tidak linier dan dipengaruhi faktor non-fiskal seperti aksesibilitas wilayah, kualitas 

belanja publik, serta efektivitas penyaluran program. 

Penelitian ini menegaskan bahwa Dana Desa lebih efektif dibandingkan Dana 

Otonomi Khusus dalam mengurangi kemiskinan di Papua Barat, dengan efek 

tertunda yang konsisten. Ketidakefektifan Dana Otonomi Khusus diduga terkait 

desain block grant yang kurang terarah pada rumah tangga miskin, lemahnya tata 

kelola, dan terbatasnya kapasitas birokrasi. Implikasi kebijakan meliputi 

peningkatan alokasi Dana Desa berbasis jumlah penduduk miskin dan kinerja, 

penguatan program pemberdayaan ekonomi lokal, serta reformasi tata kelola Dana 

Otonomi Khusus untuk memperjelas fokus pro-poor dan memperketat pengawasan. 

 

Kata kunci:  Dana Desa, Dana Otonomi Khusus, Data Panel, Kemiskinan, Papua 

Barat 



 

 

 

SUMMARY 

MAMAN KURNIAWAN SYAHPUTRA SILABAN. The Effect of Village Funds 

and Special Autonomy Funds on Poverty in West Papua Province. Supervised by 

NUNUNG NURYARTONO and EKA INTAN KUMALA PUTRI. 

 

Poverty remains a strategic development issue in Indonesia, particularly in 

the eastern regions that are relatively underdeveloped, such as West Papua 

Province. As of September 2024, the provincial poverty rate reached 21.09%, more 

than twice the national average of 8.57%. In absolute terms, there were 108.28 

thousand poor residents, with a poverty line of IDR 816,613 per capita per month—

significantly higher than the national poverty line. This condition reflects the high 

cost of living, logistical barriers, limited infrastructure, and service delivery 

challenges in the region. From 2015 to 2024, the poverty rate in West Papua 

declined by only 6.62% points (from 30.47% to 23.85%), lagging far behind the 

national pace of poverty reduction. 

To accelerate development and reduce poverty, the central government has 

allocated two main fiscal transfer instruments: Village Funds (VF), introduced in 

2015, and Special Autonomy Funds (SAF), which have been implemented in Papua 

since 2002. The allocation of Village Funds in West Papua rose from IDR 449.32 

billion in 2015 to IDR 1.40 trillion in 2024, while Special Autonomy Funds reached 

IDR 1.79 trillion in 2024. Both funds are expected to stimulate basic infrastructure 

development, improve public services, and strengthen local economic 

empowerment. However, the increase in allocations has not always been 

accompanied by significant and evenly distributed poverty reductions. Some 

districts still record poverty rates above 29% despite substantial funding increases, 

while others with lower allocations have achieved relatively better outcomes. 

This study aims to: (a) analyze the impact of current-year Village Funds and 

Special Autonomy Funds on the poverty ratio (%) and the absolute number of poor 

people (persons) in West Papua; (b) examine the lagged (t–1) effects of both funds 

on poverty indicators; and (c) identify differences in impacts across districts and 

spatially map their performance. Control variables include the Human 

Development Index (HDI), Gini Ratio, Open Unemployment Rate (OUR), and 

Gross Regional Domestic Product (GRDP). 

A quantitative approach combining descriptive and inferential methods was 

applied using panel data for 12 districts from 2015 to 2024. Two poverty indicators 

were analyzed: poverty ratio (%) and the number of poor people (persons). Model 

selection through Chow, Hausman, and Breusch–Pagan LM tests determined the 

Random Effect Model (REM) for poverty ratio and the Fixed Effect Model (FEM) 

for the number of poor people. Classical assumption tests ensured that the models 

met BLUE criteria, and robust standard errors were applied to address potential 

violations. 

The results show that Village Funds have a significant negative effect on 

poverty, both in the current year and with a lagged effect. In the current-year model, 

every additional IDR 1 billion in Village Funds reduces the poverty ratio by 0.006% 

points and decreases the number of poor people by approximately 9 persons. The 

lagged effect lowers the poverty ratio by 0.012% points and reduces poverty by 



 

 

 

around 11–12 persons in the following year. Conversely, Special Autonomy Funds 

show no significant effect on either poverty indicator, in both the current year and 

lagged models. 

Among the control variables, HDI has a significant negative effect on poverty 

ratio, while the Gini Ratio has a significant positive effect on the number of poor 

people. OUR and GRDP are not statistically significant, indicating that short-term 

economic growth and labor market improvements have yet to be inclusive for poor 

households in West Papua. 

Spatial analysis based on FEM reveals heterogeneity in the impacts of Village 

Funds and Special Autonomy Funds across districts. For Village Funds, 

Manokwari, Sorong, Teluk Bintuni, and Fakfak have the highest fixed effects, 

indicating a greater absolute poverty burden after controlling for other variables. In 

contrast, Tambrauw, South Manokwari, and South Sorong show negative fixed 

effects, reflecting lower poverty levels relative to the provincial average. 

Heterogeneity is also evident for Special Autonomy Funds. Districts with 

high allocations, such as Sorong and Teluk Bintuni, do not necessarily achieve 

substantial poverty reductions, whereas Raja Ampat and Kaimana show better 

outcomes despite lower allocations. This finding confirms that larger allocations do 

not automatically translate into effectiveness, with program focus, institutional 

capacity, and governance quality being decisive factors. 

Quadrant mapping of Village Funds–poverty and Special Autonomy Funds–

poverty identifies four categories of fiscal performance: Quadrant I (high 

allocation–high poverty), Quadrant II (low allocation–high poverty), Quadrant III 

(low allocation–low poverty), and Quadrant IV (high allocation–low poverty). 

Shifts in district positions across quadrants over time suggest non-linear 

performance, influenced by non-fiscal factors such as accessibility, public spending 

quality, and program delivery efficiency. 

This study concludes that Village Funds are more effective than Special 

Autonomy Funds in reducing poverty in West Papua, particularly with consistent 

lagged effects. The limited effectiveness of Special Autonomy Funds is likely 

related to their block grant design, weak governance, and limited bureaucratic 

capacity. Policy implications include increasing Village Fund allocations based on 

the number of poor residents and performance, strengthening local economic 

empowerment programs, and reforming Special Autonomy Fund governance to 

clarify pro-poor priorities and tighten monitoring. 
 

Keywords: Panel Data, Poverty, Special Autonomy Fund, Village Fund, West 

Papua 
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